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Abstrak

Pengawasan keuangan daerah sangat penting untuk memastikan bahwa dana publik dikelola secara bertanggung jawab.
Tanpa pengawasan yang baik, potensi penyimpangan akan semakin besar dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran dan latar
belakang politik terhadap pengawasan keuangan daerah dimoderasi transparansi. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh seluruh anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten (DPRK) yang berjumlah 30 (tiga puluh) orang dan 1 orang staf ahli setiap anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten. Sampel dalam penelitian ini di ambil 2 orang disetiap anggota dewan terdirdiri dari anggota dewan dan
staf ahli dewan sehingga diperoleh jumlah responden sebanyak 60 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
menggunakan studi dokumentasi, dan angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif
menggunakan analisis statistik dengan menggunkana uji Analisis Auter Model, Analisis Inner Model, dan Uji Hipotesis.
Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program software PLS (Partial Least Square). Hasil penelitian ini
membuktikan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, latar
belakang politik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, transparansi memoderasi pengaruh
pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah, transparansi memoderasi pengaruh latar
belakang politik terhadap pengawasan keuangan daerah pada Kabupaten Aceh Tenggara.

Kata kunci: Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Latar Belakang Politik, Transparansi, Keuangan Daerah
1. Latar Belakang

Perubahan sistem politik, sosial dan kemasyarakatan serta ekonomi yang dibawa oleh arus reformasi telah
menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintah yang baik. Tuntutan ini perlu dipenuhi dan
didasari langsung oleh para manajer pemerintah daerah. Seiring dengan PP No. 105/2000 yang diganti menjadi PP
No. 58/2005 mensyaratkan perlu diberlakukannya pertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam bentuk laporan
keuangan (neraca daerah, arus kas dan realisasi anggaran) oleh kepala daerah. Reformasi yang diperjuangkan
oleh seluruh lapisan masyarakat membawa perubahan dalamkehidupan politik nasional maupun daerah. Salah satu
agenda reformasi tersebut adalah adanya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah.

Pengawasan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) (PP No. 105
Tahun 2000). Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat
keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Dalam rangka
mewujudkannya, terlaksananya penyelenggaraan daerah yang baik, yaitu yang transparan dan akuntabel, efektif
dan efisien, serta profesional dan bertanggungjawab.

Pengawasan keuangan daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktornya yaitu pengetahuan dari
anggota dewan tentang anggaran. Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran sangat diperlukan dalam
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pengawasan keuangan daerah, karena anggota dewan harus memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang
anggaran agar seluruh anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran tentang anggaran [1].
Pengetahuan dewan tentang anggaran ini berasal dari kemampuan anggota dewan yang diperoleh dari latar
belakang pendidikannya ataupun dari pelatihan dan seminar tentang keuangan daerah yang diikuti oleh anggota
dewan. Pengetahuan dewan tentang anggaran juga berkaitan dengan pengetahuan dewan tentang undang-undang
atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Pengetahuan tentang anggaran
sangat diperlukan dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Anggota DPRD harus memiliki pengetahuan
mengenai anggaran yang banyak mengenai APBD. Selain itu anggota DPRD juga harus memiliki pengetahuan
mengenai pengawasan keuangan daerah.

Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulumendapatkan hasil penelitian yang berbeda-
beda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh [2], [3] dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan
dewan tentang anggaran berpengaruh positif dan signfikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Sedangkan
penelitian yang dilakukan oleh [4], [5] dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan anggota dewan
tentang anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Selain itu, faktor yang mempengaruhi peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pengawasan
keuangan daerah adalah latar belakang politik. Latar belakang politik merupakan pengalaman seseorang yang
berkarir di dunia politik yang mana, disini adalah anggota DPRD. Orang yang memiliki pengalaman di bidang
politik akan cenderung sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena telah memiliki banyak pengalaman yang
didapatkan saat berada dalam organisasi sebelumnya. Latar belakang politik merupakan pedoman bagi anggota
DPRD dalam menjalankan perannya khususnya yaitu pengawasan keuangan daerah. Setiap anggota dewan
memiliki latar belakang politik yang berbeda didalamnya. Berbicara mengenai politik, tentu saja tidak lepas dari
partai politik. Partai politik dan parlemen (legislatif) merupakan dua faktor utama yang memperoleh mandat dari
masyarakat sipil, berperan mengorganisir kekuasaan dan meraih kontrol atas negara untuk kepentingan
masyarakat. Ketika pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada), partai politik (parpol)
berperan sebagai institusi yang menyeleksi, menganalisa dan menentukan pencalonan para pasangan kepala
daerah, calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), serta para anggota calon legislatif di pusat
dan daerah, sebelum menghadapi pemilu dan pilkada untuk dipilih oleh rakyat [6].

Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai menurut [7]-[9] dalam penelitiannya membuktikan bahwa
political background berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Selain itu, hasil penelitian dari
[6], [10] menunjukkan bahwa latar belakang politik tidak berpengaruh terhadap terhadap pengawasan keuangan
daerah. Seorang anggota dewan harus mempunyai latar belakang politik yang baik dalam menjalankan tugasnya
sebagai anggota dewan.

Kebaruan penelitian ini adalah adanya penambahan variabel transparansi kebijakan publik yang dimana
transparansi kebijakan publik adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan
mendapatkan akses informasi tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi dapat menjamin akses atau
kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggarakan pemerintahan. Semakin
seorang DPRD menerapkan atau melakukan keterbukaan tentang anggaran maka tidak ada pandangan buruk
masyarakat terhadap anggaran tersebut [2], maka dari itu di penelitian ini menambahkan variabel transparansi
kebijakan public sebagai variabel moderasi.

Penelitian yang dilakukan oleh [8], [11] menyimpulkan bahwa transparansi memoderasi hubungan antara
pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah secara signifikan. Sedangkan
penelitian yang dilakukan oleh [12] [13] menyimpulkan transparansi kebijakan publik tidak memoderasi terhadap
interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya terdapat perbedaan hasil penelitian. Sehingga perlu ditelaah lebih dalam
variabel-variabel yang mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Dalam penelitian ini
variabel yang mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah antara lain: political background
dan pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dan menambah variabel moderasi yaitu transaparansi kebijakan
publik, dan partisipasi masyarakat.
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Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan pendekatan teori peran bahwa seorang individu dapat berperilaku sesuai dengan peran yang sedang
dijalani. Kaitannya dengan tugas seorang anggota dewan, anggota dewan harus memahami perannya dalam hal ini
peran yang dimaksud adalah tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengawasan keuangan daerah (APBD). Untuk
menjalankan tugasnya dalam mengawasi keuangan daerah dengan baik anggota dewan harus mengetahui
mekanisme anggaran mulai dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata kelola keuangan
daerah, proses penyusunan anggaran, sampai pada tahap pertanggungjawaban. Pengetahuan dewan tentang
anggaran sangat erat kaitannya dengan kinerja sebagai pengawasan keuangan daerah. Semakin luas pemahaman
tentang anggaran oleh anggota dewan makan semakin baik pula kualitas kinerja anggota dewan dalam melakukan
pengawasan keuangan daerah (APBD). Dengan pengetahuan anggaran yang luas maka anggota dewan dapat
mengontrol jalannya APBD dengan baik dan meminimalisir terjadi kecurangan [2].

Dalam penelitian sebelumnya yang menguji hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan peran anggota
DPRD dalam mengawasi keuangan daerah (APBD), seperti yang dilakukan oleh [2], [3] dalam penelitiannya
membuktikan bahwa pengetahuan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah

Hi : Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Berpengaruh Positif Terhadap Pengawasan
Keuangan Daerah

Political Backround merupakan latar belakang dari pengalaman seseorang dalam berkecimpung di dunia politik.
Setiap lembaga (DPRD) memiliki political backround seperti individu yang ada di dalamnya. Karakteristik utama
dari political backround adalah terkait dengan nilai. Nilai merupakan prinsip dasar yang dijadikan sebagai
pedoman hidup individu

Teori peran menyebutkan bahwa seorang individu dapat berperilaku sesuai dengan peran yang sedang dijalani.
Setiap peran berhubungan dengan identitas yang menggambarkan individu tersebut dalam bertindak dalam suatu
organisasi atau kelompok. Kaitannya dengan tugas seorang anggota dewan dalam mengawasi keuangan daerah,
anggota dewan harus berperilaku sesuai dengan tanggungjawab dan tugas yang sedang dijalani. Artinya, anggota
dewan harus berperilaku sesuai dengan tanggungjawab dan tugas yang sedang dijalankan. Dalam menjalankan
tugasnya seorang anggota dewan dipengaruhi oleh political background. Political background tersebut meliputi:
Pengalaman politik dan latar belakang partai politik. Semakin seorang anggota DPRD memiliki political
background yang lebih baik maka pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan daerah (APBD) akan semakin
berkualitas dan baik [2].

Dalam beberapa penelitian [7]-[9] dalam penelitiannya membuktikan bahwa political background berpengaruh
positif terhadap pengawasan keuangan daerah.

H: : Political Background Berpengaruh Positif Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Transparansi merupakan salah satu prinsip dari good governance. Transparansi dibangun di atas dasar arus
informasi yang bebas, seluruh proses pemerntahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-
pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
Semakin transparan kebijakan publik yang dalam hal ini adalah APBD maka pengawasan yang dilakukan oleh
dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut [11].

Peran masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah sangatlah penting karena tidak sedikit kebutuhan dan hak
masyarakat yang ditentukan dan diperjuangkan oleh DPRD. Aspirasi masyarakat dapat diserap oleh Anggota
DPRD melalui berbagai jalur dan sumber yang berbeda-beda, salah satunya dapat melalui jaringan aspirasi via
internet, media, pertemuan langsung atau bahkan sampai dengan demonstrasi serta hearing dengan masyarakat.
Berdasarkan peraturan kedewanan, setiap anggota DPRD diberikan kesempatan untuk menyerap aspirasi
masyarakat dengan bertemu langsung melalui sebuah kegiatan yang disebut dengan reses. Dalam kegiatan tersebut
masyarakat dapat ikut berpartisipasi menyampaikan asprirasi, keinginan, keluhan,harapan bahkan kebutuhannya
kepada Anggota DPRD guna menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan anggaran. Selain itu, partisipasi
masyarakat juga dapat menjadi fungsi pengawasan yang sangat baik jika bekerjasama dengan para wakil rakyat
yang dapat dilakukan dengan aktif memberikan saran, informasi dan kritik membangun kepada Anggota DPRD
untuk disampaikan kepada pemerintah. Pemerintah baik eksekutif dan legislatif harus lebih proaktif dan lebih
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perhatian lagi untuk dapat meningkatkan pengetahuan mereka terkait anggaran dan meningkatkan kesadaran serta
kepedulian masyarakat untuk dapat aktif dalam proses pengawasan keuangan daerah [14].

Dengan adanya transparansi kebijakan publik serta dukungan oleh keterlibatan masyarakat akan sangat menunjang
pengetahuan anggota dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan APBD, terutama dalam mengidentifikasi
adanya pemborosan atau kegagalan di dalam pelaksanaan kegiatan/proyek pembangunan pada anggaran tahun
berjalan sesuai secara rinci hingga pada akhirnya efektivitas pengawasan APBD yang dijadikan oleh DPRD dapat
tercapai secara optimal. Dengan demikian, jika semakin tinggi penyelenggaraan kebijakan publik di daerah, maka
semakin menunjang pengetahuan anggota dewan dalam mendeteksi terjadinya kebocoran/kegagalan anggaran,
sehingga pada akhirnya pelaksanaan fungsi pengawasan anggaran daerah oleh DPRD akan menjadi semakin
optimal (Permatasari, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh [8], [11] menyimpulkan bahwa transparansi memoderasi hubungan antara
pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah secara signifikan.

Hs : Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Berpengaruh Positif Terhadap Pengawasan
Keuangan Daerah Dimoderasi Oleh Transparansi Publik

Perbedaan partai politik dan tujuan politik masing-masing anggota DPRD akan semakin meningkatkan persaingan
antara politisi yang menduduki jabatan sebagai anggota DPRD. Persaingan politik yang tinggi ini memiliki
pengaruh terhadap kinerja pada anggota DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan
barang milik daerah. Pengalaman politik dan berorganisasi anggota DPRD yang rendah akan mempengaruhi
bargening position dalam menentukan arah pembangunan dan pengawasan[15].

Partisipasi aktif masyarakat yang dapat mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan pembangunan dan pengawasan
yang dilakukan oleh anggota DPRD vyaitu dengan aktif mengumpulkan informasi dan menyampaikannya kepada
anggota DPRD pada saat melakukan reses, dengar pendapat (hearing) masyarakat dan tokoh-tokoh adat maupun
pada saat anggota DPRD melakukan kunjungan kerja. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh masyarakat,
DPRD mempunyai hak dan wewenang untuk menindaklanjuti dengan cara memanggil kepala daerah dan instansi
teknis untuk menanyakan kendala-kendala yang terjadi dilapangan sebagai bentuk dan wujud dari pengawasan
yang dilakukan oleh DPRD terhadap pengelolaan keuangan [15].

Penelitian yang dilakukan oleh penelitian [8], [9] menunjukkan bahwa Political Backgroud berpengaruh positif
terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Ha : Latar Belakang Politik Berpengaruh Positif Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah
Dimoderasi Oleh Transparansi Publik

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode asosiatif kuantitatif, dengan menggunakan. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara yang berjumlah 30 orang. Teknik
digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan sampel jenuh dimana semua anggota populasi dijadikan
sampel sehingga jumlah sampel dalam penelitian berjumlah 30 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Tenggara. Pada penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner hardcopy dengan menggunakan
skala pengukuran likert 5 poin untuk mengukur variabel-variabel penelitian. Data pengisian kuesioner akan di
rekap untuk mengetahui jawaban yang akan di olah untuk kemudian dengan menggunakan SmartPLS (Partial
Least Square) akan dilakukan analisis dengan Partial Least Square- Structural Equation Modeling (PLS-SEM)
dengan menggunakan uji Analisis Outer Model, Analisis Inner Model, dan Uji Hipotesis.

3. Hasil dan Diskusi
Analisis Outer Model

Statistik yang digunakan dalam composite reliability atau reabilitas konstrak adalah cronbach’s alpha dan D.G rho
(PCA). Berikut adalah nilai Construct Reliability and Validity yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
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Tabel 1 Hasil Construct Reliability and Validity

. Composite Rata-rata Varians Diekstrak

Cronbach's Alpha Reliart)JiIity (AVE)
Latar Belakang Politik 0.916 0.932 0.632
Pengawasan Keuangan 0.952 0.959 0.698
Pengetahuan 0.915 0.934 0.703
Transparansi 0.915 0.931 0.628

Sumber : Hasil Pengolahan Data PLS

Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukan bahwa nilai composite reliability untuk latar belakang politik sebesar
0,932; pengawasan keuangan daerah sebesar 0,959; pengatahuan anggaran sebesar 0,934, dan untuk transparansi
anggaran sebesar 0,931. Nilai cronbach's alpha untuk latar belakang politik sebesar 0,916; pengawasan keuangan
daerah sebesar 0,952; pengatahuan anggaran sebesar 0,915, dan untuk transparansi anggaran sebesar 0,915.
Keempat laten memperoleh nilai cronbach's alpha dan composite reliability diatas 0,6 sehingga dapat dikatakan
seluruh faktor memiliki reabilitas atau keterandalan yang baik sebagai alat ukur. Selanjutnya nilai AVE untuk latar
belakang politik sebesar 0,632; pengawasan keuangan daerah sebesar 0,698; pengatahuan anggaran sebesar 0,703,
dan untuk transparansi anggaran sebesar 0,628. Keempat variabel memiliki AVE yang berada diatas 0,5 sehingga
konstrak memiliki convergent validity yang baik dimana variabel laten dapat menjelaskan rata-rata lebih dari
setengah variance dari indikator-indikatornya.

Discriminant validity yang baik akan mampu menjelaskan variabel indikatornya lebih tinggi dibandingkan dengan
menjelaskan varian dari indikator konstrak yang lain. Berikut adalah nilai discriminant validity untuk masing-
masing indikator.

Tabel 2 Discriminant Validity

Latar Belakang | Pengawasan
Politik Keuangan

X1.1 0.810
X1.2 0.791
X1.3 0.883
X1.4 0.865
X1.5 0.868
X1.6 0.809
X2.1 0.781
X2.2 0.772
X2.3 0.771
X2.4 0.827
X2.5 0.831
X2.6 0.815
X2.7 0.837
X2.8 0.718
Y1.1 0.839
Y1.10 0.819
Y1.2 0.882
Y1.3 0.854
Y1.4 0.871
Y1.5 0.867
Y1.6 0.837
Y1.7 0.835
Y1.8 0.737
Y1.9 0.806
Z1.1 0.813
Z1.2 0.695
Z13 0.768

Pengetahuan Transparansi
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Z1.4 0.788
Z15 0.837
Z16 0.815
Z1.7 0.833
Z18 0.781

Sumber : Hasil Pengolahan Data PLS

Berdasarkan tabel 2 di atas diketahui bahwa nilai outer loading pada setiap indikator adalah lebih dari 0,70.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian adalah valid.

Uji Inner Model

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan program smartPLS 3.0, diperoleh nilai
R-Square yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3 Hasil Uji R-Square

R Square Adjusted R Square
Pengawasan Keuangan 0.920 0.916
Sumber : Hasil Pengolahan Data PLS

Dari tabel di atas 3 diketahui bahwa pengaruh pengetahuan anggaran dan latarbelakang politik terhadap
pengawasan keuangan daerah dengan nilai r-square 0,920 mengindikasikan bahwa variasi nilai pengawasan
keuangan daerah mampu dijelaskan oleh variasi nilai pengetahuan anggaran dan latarbelakang politik sebesar 92%
atau dengan kata lain bahwa model tersebut adalah substansial (kuat), dan 8% dipengaruhi oleh variabel lain.
Pengujian Hipotesis

Hasil uji hipotesis pengaruh langsung dan tidak langsung dapat dilihat pada tabel path coefficient berikut ini :

Tabel 4 Path Coefficient

- Sample Standard .
gar:r?ITsl(O) Mean Deviation 2{0/?'%"5;\';:6 P Values

P (M) (STDEV)
Latar Belakang Politik ->
Pengawasan Keuangan 0.483 0.472 0.108 4.466 0.000
lonlerEng Bl L 0.203 0.191 0.061 3.343 0.001
Pengawasan Keuangan
lonlerElng Bl 2 0.185 0.170 0.059 3.157 0.002
Pengawasan Keuangan
Pengetahuan = 0.260 0.269 0.083 3131 0.002
Pengawasan Keuangan

Sumber : Hasil Pengolahan Data PLS

Kriteria pengujian adalah tolak Ho jika t hitung > a = 0.05 atau Pvalue < a = 5% atau 0.05. Dari tabel di atas,
dapat dilihat bahwa : Nilai t statistic untuk pengetahuan dewan tentang anggaran (X1) terhadap pengawasan
keuangan daerah (Y) sebesar 3.131 dan nilai Pvalue sebesar 0.002 . Jika dibandingkan dengan nilai o= 0.05, maka
0.002 < a = 0.05 schingga Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan
dari pengetahuan dewan tentang anggaran (X1) terhadap pengawasan keuangan daerah (Y). Besarnya pengetahuan
dewan tentang anggaran (X1) terhadap pengawasan keuangan daerah () sebesar 0.260. Nilai t statistic untuk latar
belakang politik (X2) terhadap pengawasan keuangan daerah () sebesar 4.466 dan nilai Pvalue sebesar 0.000 .
Jika dibandingkan dengan nilai o = 0.05, maka 0.000 < a = 0.05 sehingga Ho ditolak. Dengan demikian dapat
disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan dari latar belakang politik (X1) terhadap pengawasan keuangan
daerah (). Besarnya pengetahuan dewan tentang anggaran (X1) terhadap pengawasan keuangan daerah (Y)
sebesar 0.483. Nilai t statistic untuk pengetahuan dewan tentang anggaran (X1) terhadap pengawasan keuangan
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daerah (Y) dimoderasi transparansi sebesar 3.343 dan nilai Pvalue sebesar 0.001. Jika dibandingkan dengan nilai
a = 0.05, maka 0.001 < o = 0.05 sehingga Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan transparansi
memoderasi pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran (X1) terhadap pengawasan keuangan daerah ().
Nilai t statistic untuk latar belakang politik (X2) terhadap pengawasan keuangan daerah (Y) dimoderasi oleh
transparansi sebesar 3.157 dan nilai Pvalue sebesar 0.000 . Jika dibandingkan dengan nilai o = 0.05, maka 0.002
< a=0.05 sehingga Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan transparansi memoderasi latar belakang
politik (X1) terhadap pengawasan keuangan daerah ().

Pembahasan
Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima sehingga terdapat pengaruh positif signifikan
antara variabel pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah pada DPRK
Kabupaten Aceh Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran mampu
meningkatkan pengawasan keuangan daerah pada kabupaten Aceh Tenggara, dimana dengan pengetahuan dewan
tentang anggaran yang cukup maka anggota dewan akan lebih mudah untuk mengawasi keuangan daerah tersebut.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian [2], [3] dalam penelitiannya membuktikan bahwa pengetahuan
tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah..

Pengaruh Latar Belakang Politik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima sehingga terdapat pengaruh positif signifikan antara
variabel latar belakang politik terhadap pengawasan keuangan daerah pada DPRK Kabupaten Aceh Tenggara. Hal
ini menunjukkan bahwa latarbelakang politik mampu meningkatkan pengawasan keuangan daerah pada kabupaten
Aceh Tenggara, dimana dengan latar belakang politik yang cukup maka anggota dewan akan lebih mudah untuk
mengawasi keuangan daerah tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian [7]-[9] dalam
penelitiannya membuktikan bahwa political background berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan
daerah.

Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dimoderasi
Oleh Transparansi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis ketiga diterima sehingga transparansi public memoderasi pengaruh
pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah pada DPRK Kabupaten Aceh
Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi kebijakan public mampu memperkuat hubungan anatar
pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dimana kemajuan pesat teknologi
informasi serta potensi pemanfaatannya secara luas dijadikan sarana pendukung transparansi kebijakan publik, hal
tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi
secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan serta
mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif akan tetapi dewan dalam merespon transparansi kebijakan
publik yang dilakukan lembaga eksekutif berbeda-beda, sehingga akses terhadap informasi kebijakan publik dapat
diakses setiap masayarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh [8], [11]
menyimpulkan bahwa transparansi memoderasi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan
pengawasan keuangan daerah secara signifikan.

Pengaruh Latar Belakang politik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dimoderasi Oleh Transparansi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis keempat diterima sehingga transparansi publik memoderasi
pengaruh latar belakang politik terhadap pengawasan keuangan daerah pada DPRK Kabupaten Aceh Tenggara.
Hal ini menunjukkan bahwa transparansi kebijakan public mampu memperkuat hubungan anatar latar belakang
politik terhadap pengawasan keuangan daerah dimana dewan yang memiliki latar belakang politik yang berbeda-
beda sehingga dalam merespon transparansi kebijakan publik tersebut dilakukan lembaga eksekutif berbeda-beda.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian [8], [9] menunjukkan bahwa Political Backgroud berpengaruh
positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah
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4. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap
pengawasan keuangan daerah pada DPRK Kabupaten Aceh Tenggara. Latar belakang politik berpengaruh
signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah pada DPRK Kabupaten Aceh Tenggara. Transparansi kebijakan
public memoderasi pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah pada
DPRK Kabupaten Aceh Tenggara. Transparansi kebijakan public memoderasi pengaruh latarbelakang politik
terhadap pengawasan keuangan daerah pada DPRK Kabupaten Aceh Tenggara. Rekomednasi terkait temuan
empires menunjukkan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan staf ahli anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten agar dapat mengikuti pelatihan terkait dengan anggaran keuangan daerah, selain itu
dapat melajutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Selain itu
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) agar kedepannya untuk meningkatkan political
background yang baik, selalu mengedepankan transparansi dalam menjalankan tugas-tugasnya, dan meningkatkan
pengetahuan tentang anggaran serta melibatkan masyarakat dalam proses penganggaran.
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